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ABSTRAK 

 

Nama: Ronaldo Sembera, NIM: 1611112256, judul Skripsi: “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten 

Mukomuko”. 

 Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana praktik 

larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, (2). 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan 

Ipuh Kabupaten Mukomuko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik 

larangan nikah satu kaum dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu 

kaum yang terjadi di Desa Sibak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara 

langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan 

sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu di Desa Sibak Kecamatan Ipuh 

Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, 

kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan 

observasi, dokumentasi, dan interview. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) praktik 

larangan nikah satu kaum di Desa Sibak tidak mempunyai kesamaan dengan Desa lain yang 

menjadi titik perbedaan terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanannya. (2) 

mengenai pemberian sanksi adat larangan nikah satu kaum di Desa Sibak itu dilatar belakangi 

oleh kesepakatan orang-orang adat, kepala kaum dan para tetua Desa yang ada di Desa Sibak. 

Ketentuan sanksi dilaksanakannya praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak itu 

berbentuk dikucilkan dari pergaulan masyarakat, diusir dari Desa Sibak, potong kambing, dan 

potong ayam. 

 Kata kunci: praktik larangan nikah, pernikahan dan Al-Urf 
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Motto  

  

 Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan 

seseorang, kadang manusia punya mulut tapi 

belum tentu punya pikiran 

 Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan 

berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan 

jejak. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup 

seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas 

dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan 

masyarakat. Di samping itu juga tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama 

atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan 

perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat 

dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat 

adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.
1
  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk 

hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat 

menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat 

Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak 

hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya 

masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah 

hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh 

karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah 

Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.
2
 

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 

“perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan 

                                                           
1
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan 

Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju) 2223), h.5 
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-

undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2227), h.48. 
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perikatan kekerabatan dan ketetanggan.
3
 Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan 

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan 

keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, 

hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat 

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut kewajiban 

mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan 

Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua‟malah) 

dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.
4
 

Di kalangan suku adat Pekal Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko 

masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Kaum 

menurut bahasa Indonesia yaitu suku bangsa, sanak saudara, kerabat, keluarga, 

golongan (orang yang sekerja, sepaham, sepangkat, dan sebagainya): dan keluarga garis 

matrilineal.
5
 

Artinya masyarakat Desa Sibak tidak boleh menikah pada kaum yang sama. 

Masyarakat Desa Sibak beranggapan bila menikah pada kaum yang sama, mereka 

percaya dan mempunyai keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakannya 

perkawinan tersebut akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan baik 

adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir 

pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-

keturunan mereka kelak. 

Masyarakat suku pekal sebagai salah satu dari 8 suku yang terdapat di wilayah 

Provinsi Bengkulu, suku ini berada diantara dua suku dominan berada diperbatasan 

yakni suku Minangkabau dan suku Rejang. Di utara wilayah kebudayaan Pekal 

berbatasan dengan daerah budaya suku Rejang, di Selatan berbatasan dengan wilayah 

                                                           
3
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia . . .h.7 

4
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia . . .h.8 

5
Dep P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2222), h.721 
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suku Rejang yaitu Urai Bengkulu Utara dan di Barat berbatasan langsung dengan lautan 

Indonesia.
6
 

Berarti dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama 

dalam rangka mendirikan petunjuk agama dalam keluarga yang harmonis, sejahtera, 

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, 

sejahtera artinya terapannya lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup 

dan lahir batin nya sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. 

Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan 

antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan pasangan suami isteri 

tersebut hidup dalam masyarakat. Mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi 

juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun 

kadangkala bertentangan dengan hukum Islam. 

Di samping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam 

suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda sistem 

perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama Excogami, yaitu seorang 

pria dilarang menikah dengan wanita semarga atau sesuku dengannya ia harus menikahi 

seorang wanita di luar margannya (klen-patnlineal), kedua endogami, yaitu seorang pria 

diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen, atau Panuli) sendiri 

dan dilarang menikahi wanita diluar kerabat, ketiga eleutrogamt, seorang pria tidak lagi 

diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan 

kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan 

hukum perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal perkawinan Alllah S.w,t sudah memberikan batas-batas siapa saja yang 

tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ada yang haram selamanya yaitu wanita yang 

                                                           
6
Wawancara dengan Widiarto, Kepala Kaum 1442, Desa Sibak, tanggal 26 November 2222 
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tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Adapun sebab-sebab haram 

selamanya, yaitu karena nasab, perkawinan, dan persusuan. Ada yang haram sementara 

yaitu wanita yang haram dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. 

Wanita itu akan menjadi halal jika keadaannya sudah berubah. 

Dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi menurut hukum Islam di atas tidak 

disebutkan adannya larangan perkawinan karena suatu kaum. Namun demikian apakah 

tradisi larangan pernikahan satu kaum pada masyarakat Desa Sibak yang mayoritas 

beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

Desa Sibak merupakan Desa yang terdapat di salah satu daerah Kecamatan Ipuh 

dengan suku dominan di Desa Sibak adalah suku Pekal. Suku Pekal adalah suku yang 

berada antara masyarakat Minang dan masyarakat Rejang. Yang dipengaruhi oleh 

Minang seperti salah satunya Ipuh dan suku Rejang seperti daerah Urai. 

Pekal adalah persekutuan adat dan lembaga suatu suku yang menghormati etnis 

seperti kelompok-kelompok adanya kaum dan lembaga. Adapun titik letak suku Pekal 

adalah dari Urai (ketahun) sampai dengan Air Hitam (Mukomuko). Kesatuan 

kekerabatan suku Pekal yang menonjol adalah keluarga inti dengan prinsip garis 

keturunan matrilineal, harta waris yang lebih banyak menerimanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa untuk meneliti lebih jauh 

ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 

Nikah Satu Kaum Di Desa Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul pokok permasalahan dari proposal ini 

yaitu: 
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1. Bagaimana praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh 

Kabupaten Mukomuko? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adanya tujuan pembahasan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di 

Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk memberi penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan 

nikah satu kaum di di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan 

serta meluaskan lagi bahan bacaan penulis dan masyarakat mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh 

Kabupaten Mukomuko. 

 

 

 

D. Kajian Teori 

1. Definisi Nikah 

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan 
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satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, 

tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu 

kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.
7
 

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB 1 

DASAR PERKAWINAN pasal I dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir 

dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa”. Ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan larangan menikah 

dalam Islam surat An-Nisa ayat 23: 

                     

                       

                         

                      

                          

                          
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

                                                           
7
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h.374 
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bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio 

bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan 

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan 

dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan 

kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang 

lainnya. 

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup 

dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan 

antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara siistri dangan suaminya, kasih 

mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga 

mereka menjadi intergal dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan 

dan mencegah segala kejahatan. selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara 

dari kebinasaan hawa nafsunya. 

2. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan 

bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau tendesi lain. 

Menikah dengan niat seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah akan 

merendahkan hidup mereka.
8
 

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut 

beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah 

Allah dan Rasul-nya, lihat firman-nya : 

                                                           
8
Fatihudin abui Yasin, Risalah Hukum Nikah,(Surabaya, Terbit Terang,2226) 
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                         

                      
 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS.An-Nur:32) 

 

 

3. Hukum Pernikahan dalam Islam 

Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). semua orang boleh 

menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah 

sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam. 

1. Wajib 

Seseorang wajib menikah bila mana sudah memiliki kemampuan lahir 

batin melangsungkan pernikahan atau membawa bahtera rumah tangga 

selayaknya. Bila tidak menikah dimungkinkan dirinya lebih jauh melakukan 

kemaksiatan dan kedzaliman, karena menjaga diri dari barang haram hukumnya 

wajib.
9
 

2. Sunnah 

Bila seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, bisa memberi 

maskawin atau kebutuhan lain, sementara dia masih kuasa menahan godaan 

nafsu untuk bertahan di jalan yang benar tanpa tergoda ke jalan yang haram, 

bagi dia hukumnya sunat menikah, dan masih dianjurkan lebih baik menikah, 

karena menikah lebih mampu menjaga kehormatan diri dan agamanya. 

3. Makruh 
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Bilamana seseorang belum mampu memikul biaya hidup berkeluarga 

serta, tidak seberapa butuh untuk melampiaskan libido seks karena 

kelemahannya, orang seperti ini makruh menikah. Atau karena pernikahannya 

menghancurkan diri sendiri disebabkan kurang kesiapan lahir batin,atau justru 

menyengsarakan pihak wanita segi lahir batin, karena standar hadist Rasul, ialah 

seruan nikah bilamana anda mampu, bilamana tidak mampu secara tidak 

langsung belum dalam seruan hadist itu. 

Firman Allah SWT : 

                              

                     

                            

                              

           
 

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 

(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan 

budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah 

kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 

kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan 

Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 

dipaksa itu.(QS.An-Nur:33). 

4. Haram 

Apabila seorang suami mutlak tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir 

batin istri seperti kebutuhan batin dan materi, dan suami tidak mampu 
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memenuhi kebutuhan itu, serta suami tahu dengan pernikahan ini semakin 

menyengsarakan pihak wanita, haram menikahinya. 

5. Mubah 

Seseorang diperbolehkan kawin bilamana tidak ada halangan untuk 

menikah, juga tidak ada bahaya lain bilamana tidak menikah. Dia potensi 

“mampu” memenuhi kebutuhan lahir batin, namun dia masih bisa membawa diri 

lebih baik dan masih ada seumpama, sesuatu yang lebih baik dikejar dari pada 

menikah dulu. 

Posisi seperti ini berubah sunnah bila ada kemampuan memenuhi 

kebutuhan lahir batin istri jika dia menikah, dan tidak menikah tidak 

membahayakan dirinya; jika membahayakan dirinya, dia wajib menikah.
12

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin 

Sesuku di Besurat Kampar Riau”.
11

 

Dalam skripsi ini Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku 

tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. karena pertama tidak ada 

larangan perkawinan satu suku dalam Al-Qur‟an dan sunnah. Kedua dalam fiqih 

sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. 

Ketiga kajian-kajian keIslaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu 

dihubungkan dengan „urf. 
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Fatihudin abui Yasin, Risalah Hukum Nikah,(Surabaya, Terbit Terang,2226) 
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Hendri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau, 

(Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2224). 
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sedangkan „urf dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟. Tidak menghalalkan „urf yang haram dan 

melarang yang di bolehkan. masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin 

pantang yang mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi 

cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak 

akan harmonis. 

2. Skripsi Anif Khusnawati berjudul “Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu 

Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

Dalam Perspektif Hukum Islam”.
12

 

Dalam skripsi ini dijelaskan adat yang melarang pernikahan antarasaudara 

sepupu pancer wali tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut 

Al-Qur‟an dan Hadist. Perkawinan  tersebut boleh (mubah). Masyarakat mempunyai 

ketakutan terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Sepupu 

pancer wali yaitu anak dari paman bibi dan ayah maupun dan ibu, kedudukannya 

sama sama dengan mahram, tidak batal wudhu jika bersinggungan. Jika terjadi 

pernikahan maka dilakukan fasakh nikah. 

3. Skripsi Fasiy Helda Dwisuivati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Menikah pada Bulan Syafar di Masyarakat Kecamatan Sungainya Kalsel”.
13

 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa larangan menikah pada bulan Syafar 

berdasarkan Keyakinan orang tua terdahulu yang terus ada sejak turun-temurun 

yang tidak dapat ditinggalkan Tidak ada dalil yang menguatkan larangan menikah 
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Anif Khusnawati, Larangan Pernikahan antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan 

Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2227). 
13

Fasiy Heldha Dwisuiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menikah pada Bulan Syafar di 

Masyarakat Kecamatan Sungainya Kalimantan Selatan, (Skripsi Pdf Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2227) 
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pada bulan Syafar baik di Al- Qur‟an maupun sunnah. Bulan Syafar dianggap bulan 

panasan yang dapat mendatangkan pengaruh negatif. 

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada kajian tentang larangan 

perkawinan. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas 

tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak Kecamatan 

Ipuh Kabupaten Mukomuko seperti yang penyusun maksud. Dengan wilayah 

penelitian yang berbeda dan adat temunya berbeda pula, selain itu juga yang 

membuat berbeda nya karya tulis ini dengan karya tulis yang lain adalah metode 

yang digunakan yang mencakup dalil-dalil, kaidah-kaidah fiqih yang digunakan 

serta pasal-pasal dalam pernikahan. Karena itu penyusun berinisiatif untuk 

menuliskannya dalam sebuah skripsi. 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

(sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.
14

 

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan 

penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2222,)h.3. 
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secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) 

memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul 

dari pola-pola nilai yang dihadapi.
15

 

2. Setting Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh 

Kabupaten Mukomuko. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 

tahun ajaran 2222/2221. 

 

3. Sumber Data Penlitian 

a. Data Primer 

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi 

tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Maka yang menjadi informan sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah tokoh Desa dan tokoh adat di Desa Sibak 

serta data pendukung beberapa masyarakat yang berjumlah  seluruhnya adalah 

12 orang informan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer 

berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah satu kaum di 

Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti 

jurnal, profil Desa, majalah, dan internet yang mendukung data hasil penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
15

S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2224), cet.4,h. 
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Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang 

lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu library reseach dan field 

reseach. Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis 

menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada proyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Desa Sibak Kecamatan 

Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui 

sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah 

penduduk, jumlah pasangan suami isteri yang telah menikah, jumlah kepala 

keluarga dan sebagainya. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, dan sebagainya.
16

 Metode ini dipergunakan untuk 

merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa 

recording atau foto. 

c. Interview 

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung 

antara penyelidik dengan subyek (responden). 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

tinjauan maslahah mursalah tentang penerapan aturan adat pekal berkaitan 

dengan perkawinan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 

Dengan metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang 

tanggapan/pendapat mengenai bagaimana upaya pasangan suami isteri dalam 

menjaga keharmonisan. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan 

dengan berupaya mencari makna (meaning).
17

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik 

dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang 

diperoleh tersebut tentunya banyak sekali. 

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah 

dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu 

dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket 

selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan dipresentasekan. Setelah itu di-cross-

check dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap 

akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemerikssaan keabsahan data. 
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Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)h,34 
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Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang 

dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data 

yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 

komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan/veripikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus. 

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu 

suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang 

bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau 

sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena. 

 

G. Sistematis Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta 

mendapatkan yang benar maka penyusun membuat rencana skripsi ini menjadi 

beberapa bab, diantaranya sebagai berikut: 

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : larangan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, syarat dan 

rukun pernikahan, hukum nikah, hikmah dan tujuan pernikahan,prinsip-prinsip 

pernikahan, pengertian adat, konsep adat pekal. 

BAB III : gambaran Desa Sibak, yang berisi profil Desa Sibak, sejarah Desa 

Sibak, kebudayaan, agama, kependudukan bahasa, sistem kekerabatan, pola pemukiman 

tradisional, sistem gotong royong dan norma-norma adat Desa Sibak. 
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BAB IV : 1) tinjauan Praktik larangan nikah satu kaum di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. 2) tinjauan larangan nikah satu kaum di Desa 

Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam tinjauan hukum Islam. 

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pernikahan 

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua 

kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wathii, Al-Dhommu, Al-

Taddakhul, Al-Jam‟u, ata Al-Aqdu yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, 

jima‟, dan akad. 

Secara terminologis, pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta‟ 

(persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik 

dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Ahmad Ghandur seperti yang disadur 

oleh Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki 

dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan 

kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.
18

 

Sedangkan dalam terminologi fiqih kafa'oh merupakan suatu ketentuan yang 

mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat/sepadan atau lebih unggul 

dibandingkan dengan isterinya dalam masalalmasalah tertentu. Atau dengan perkataan lain, 

meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan, namun 

dengan segala daya upaya dilakukan untuk menjaga agar ia tidak kawin dengan pria yang 

derajatnya berada di bawahnya atau, yang lebih penting, di bawah status keluarganya. 

Tujuannya adalah agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah 

dan rahmah dan tujuan lainnya yang bersifat sosiologis, yaitu menghindari rasa malu atau 

kesulitan bagi mempelai wanita maupun walinya. Sedangkan persoalan yang tidak 

disepakati dari definisi tersebut adalah mengenai kriteriakriteria yang dinllat dalam kafa'ah 

itu. Secara umum kala'ah menyangkut dua persoalan, yaitu kafa'- ah berkaitan dengan 
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Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h. 374 
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keagamaan, dalam hal ini berkaitan dengan alhlak, dan kqfahh yang berkaitan dengan 

status sosial, baik keturunan, kedudukan atau kekayaan dan sebagainya.
19

 

Ulama muta‟akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah 

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita 

dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan 

pemenuhan kewajiban.21 

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama‟ adalah persetubuhan sedangkan arti 

kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainya mengartikan kebalikanya, makna hakikat 

nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi‟iyah lebih cenderung pada 

pendapat yang terakhir ini, berdasar QS Al-Nisa‟ ayat 3: 

                             

                                 

    

 

Artinya “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim”. 
21

  

 

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi‟i akan 

menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak 

yang lahir tidak ada hubungan sohr dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada 
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Badrian, Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam, 2226 
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Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, (Yoyakarta, Graha Ilmu,2221), h 4.  
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Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, 2225), h 338.  
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perkawinan antara anak haram dengan ibu kandungya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-

Mabsut mengkritik para fuqoha‟ yang hanya mementingkan segi formal dalam akad.
22

 

Menurut beliau, maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, 

tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah 

menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama 

dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan 

akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. 

Allah menyebutnya dengan Mitsaqon Gholidon. Walaupun bagaimana bukan 

berarti definisi yang diberikan oleh ulama‟ Syafi‟iyah telah lepas sama sekali dari nilai 

kesakralan, karena dasar akad dan tujuanya itu adalah nilainilai yang sesuai dengan 

kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah 

akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

yang saling mencinta untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari‟at Allah 

Swt.
23

 

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Menurut kompilasi hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah”. 

B. Prinsip Pernikahan Dalam Islam 

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu 

diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan 
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Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) .h. 374 
23

Abdul Hadi, Fiqih Munakahat, (Jakarta: CV Karya Abadi, 2215) .h. 2. 
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tugasnya mengabdi pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah: 

Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana di muka telah diterangkan 

bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu 

pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.24 

Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang 

perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat- syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah 

perkawinan itu. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan 

syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. 

Kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 

hendak melangsungkan perkawinan ialah “ikhtiar” (tidak dipaksa) pihak yang 

melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan 

suami atau persetujuan mereka. 

Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan 

satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat 

mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari 

calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedang 

kerelaan calon isteri mengingat wanita mempunyai expresi kejiwaan yang berbeda dengan 

pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan 

dipandang sebagai izin kerelaannya bila ia gadis, tetapi bila calon isteri janda tetap izinnya 

itu secara tegas. 

Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat 

berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. 
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Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 6, (Bandung: Al-Ma‟aarif, 1982), h. 18. 
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Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk 

selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.25 

Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar 

kerelaanhati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga 

nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan 

dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara 

suami isteri. 

1. Prinsip Mitsaqan Ghalisa (Komitmen Suci) 

Pernikahan merupakan amanat dari Allah swt. Amanat adalah sesuatu yang 

diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin 

bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Isteri adalah amanat 

Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada isteri.26 

Suami isteri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji 

inilah yang dimaksud dalam Al-Qur`an dengan mitsaqan ghaliza. Istilah itu dapat 

dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh (lihat QS An-Nisa 4421). 

                       

      

 

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 
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Abu Abdurrahman ibn Suaib ibn Abi Al-Nasa‟i, Juz 5-6, Sunan Al-Nasa‟i, (Kairo: Dar Al-Fikr, 

t.th.), h. 158. 
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Al-Ghazali, Menyikapi Hakikat Perkawinan, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Karisma, 1992) 

.h. 25. 
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Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang 

bersifat material semata melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang kita 

bayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia. 

Itulah sebabnya, setiap pasangan: isteri atau suami jika dalam kehidupan 

pernikahan mengalami hal-hal yang membuatnya sedih, galau dan cemas hendaknya 

segera beristighfar memohon ampunan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Sebaliknya, 

jika pasangan merasakan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan hendaknya 

banyak bersyukur ke hadirat-Nya. 

Kehidupan perkawinan ibarat permainan ombak di pantai, penuh gejolak dan sering 

menimbulkan hal-hal yang tak terduga sebelumnya.27 Sebuah kisah menarik terjadi pada 

masa Umar Bin Khattab. Suatu hari datang seorang suami mengeluh kepadanya sambil 

berkata: “Wahai Umar, cintaku kepada isteriku telah memudar dan karenanya aku berniat 

untuk menceraikannya.” Tanpa pikir panjang, Umar langsung menjawab: “sungguh jelek 

niatmu. 

Apakah menurutmu rumah tangga hanya membutuhkan cinta?  Di mana rasa takwa 

dan janjimu kepada Allah? Di mana pula perasaan malumu kepada-Nya? Bukankah kalian 

sebagai suami-isteri telah bergaul secara intim, dan ketahuilah bahwa kalian telah 

memateri perjanjian yang kuat?” 

Pernyataan di atas diucapkan oleh seorang Khalifah yang dikenal sangat tegas dan 

keras, namun terhadap derita perempuan ia tetap memiliki empati yang sangat dalam. Bagi 

Umar, ikatan suami-isteri dalam rumah tangga bukan semata-mata dilandasi cinta belaka, 

melainkan jauh lebih bermakna dari pada itu, yakni komitmen yang sangat kokoh 

(mitsaqan galiza), seperti disebutkan dalam Al-Qur‟an. 

                                                           
27

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 11, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 65-77. 
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Komitmen itu harus diaplikasikan dalam wujud rasa takwa dan malu kepada Allah, 

Sang Pencipta. Suami yang memiliki rasa takwa dan malu kepada Allah tidak akan 

melakukan perbuatan kasar dan tercela terhadap isterinya. Demikian sebaliknya. Bahkan, 

jika suami mendapati isterinya mempunyai kekurangan-kekurangan, Al-Qur‟an masih 

meminta suami tetap bersabar. Sebab, boleh jadi, di balik kekurangan itu tersimpan hikmah 

yang besar (QS Al-Nisa‟ [4]:19).28 

                             

                             

                        

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 

secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak. 

 

 

2. Prinsip Mawaddah Wa Rahmah (Cinta dan kasih yang tak bertepi) 

Mawaddah secara bahasa berarti “cinta kasih”, sedangkan Rahmah berarti “kasih 

sayang”, kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat 

luhur. Mawaddah juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima 

orang lain apa adanya. Mawaddah Wa Rahmah terbentuk dari suasana hati yang penuh 

keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. 

Menurut Komplikasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
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ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.
29

 

Sejak akad nikah suami-isteri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan 

Mawaddah Wa Rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi 

samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.32 Mawaddah Wa 

Rahmah merupakan anugerah Allah swt. dan hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba 

Nya yang dikehendaki agar mereka dapat menikmati kehidupan suami isteri dengan 

penuh Sakinah (kedamaian). 

Hal itu dipaparkan dalam firman Allah berikut : “Di antara tanda-tanda (kebesaran 

dan kekuasaan) Allah adalah Dia menciptakan dari jenismu pasangan agar kalian 

memperoleh kedamaian dari pasangan tadi, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah 

dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berpikir (QS. Ar-Rum, 32: 21). 

                               

                      

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

 

Pasangan suami isteri sangat dianjurkan memperbanyak doa dan tak lupa berikhtiar 

agar dianugerahi mawaddah wa rahmah sehingga keduanya dapat saling mengasihi dan 

saling mencintai secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Semua sikap dan perilaku suami 
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isteri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta 

yang tulus tak bertepi. 

3. Prinsip Mu‟asyarah Bil Ma‟ruf (Perilaku santun dan beradab) 

Ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al-Qur`an dan hadist agar suami 

memperlakukan isterinya dengan penuh sopan santun, di antaranya berikut ini:  (Q.S An-

Nisa 19).31 

                           

                            

                        

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 

 

Prinsip Mu‟asyarah Bil Ma‟ruf ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di 

antara suami isteri. Hubungan seksual di antara suami isteri merupakan kenikmatan yang 

dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh 

setan, dan agar dapat membuahkan anak saleh, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya 

agar memulainya dengan membaca doa: “Bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan Wa 

Jannibi Asy-Syaitan Ma Ruziqna.”   Artinya: Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami 

dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau berikan kepada kami. Apabila 

lahir seorang anak, dia akan terlindung dari setan (HR. Bukhari dan Muslim). 
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Realita di masyarakat menunjukkan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan 

seks adalah suami, sedang isteri hanya melayani. Kebanyakan isteri tidak pernah 

mengeluhkan soal kepuasan seksual. 

Alasannya beragam; 

a. Pertama, karena hal itu dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan. 

b. Kedua, karena takut suaminya marah. 

c. Ketiga, karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai isteri. 

C.  Syarat dan Rukun Pernikahan 

Antara rukun dan syarat pernikahan ini ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang 

dimaksud rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa 

adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud 

dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat 

dan pernikahan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari pernikahan itu tidak di 

penuhi maka pernikahan itu tidak sah. Misalnya: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing rukun pernikahan itu. 

Oleh sebab itu, rukun dan syarat pernikahan itu harus lengkap, tidak boleh kurang 

dari unsur-unsurnya. Rukun pernikahan terdiri dari suami, istri, wali, 2 (dua orang saksi) 

dan sighat.
32

 Di dalam rukun terdapat syarat-syarat yaitu: 

1. Syarat-Syarat Suami 

a. Beragama Islam 

b. Jelas orangnya 

c. Laki-laki 

d. Dapat memberikan persetujuan 

e. Tidak terkena halangan pernikahan.
33
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2. Syarat-Syarat Istri 

a. Beragama Islam atau ahli kitab 

b. Jelas orangnya 

c. Perempuan 

d. Tidak di paksa 

e. Halal bagi suaminya 

f. Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda) 

Tidak sedang ihram haji dan umroh.
34

  

3. Syarat-syarat wali 

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak atas perwaliannya 

d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.
35

 

e. Islam di indonesia menggunakan mazhab Syafi‟i, jadi urutan wali menurut mazhab 

Syafi‟i ialah:  

1) Ayah  

2) Kakek seterusnya ke atas 

3) Saudara laki-laki sekandung 

4) Saudara laki-laki seayah  

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung  

6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah  

f. Paman sekandung  

g. Paman seayah  

h. Anak laki-laki paman sekandung  
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i. Anak laki-laki paman seayah  

j. Hakim  

k. Orang yang ditunjuk oleh pembela bersangkutan.
36

 

4. Syarat-Syarat Saksi 

a. Minimal dua orang laki-laki 

b. Dewasa  

c. Beragama Islam  

d. Mengerti maksud akad pernikahan  

e. Hadir pada ijab kabul berlangsung.
37

 

5. Syarat-Sarat Sighat 

a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali 

b. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut 

c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

d. Antara ijab dan qabul berkesenambungan 

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umroh.  

g. Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai 

pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.
38

 

Dalam kompilasi hukum Islam rukun dan syarat pernikahan yaitu:  

1) Calon suami 

2) Calon istri 

3) Wali nikah  

4) Dua orang saksi, dan  
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5) Ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Pernikahan adalah :
39

 

a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. 

b) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin dari kedua orang tua. 

c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal 

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya. 

d) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara 

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis. keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) 

dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 

(2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari 

yang bersangkutan.  

D. Hukum Pernikahan dalam Islam 
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Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh 

menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai 

dengan hukum lima yang ada dalam Islam. 

1. Wajib 

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial 

dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga 

diri dari zina adalah wajib.
42

 

Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah 

bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. 

Imam Alkurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang 

wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa 

resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah Swt pasti akan 

membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firmannya : “Dan yang 

menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan 

binatang ternak yang kamu tunggangi.(Q.S: An-Nur, (24) 33). 

2. Sunnah 

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang 

sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena 

usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. 

Orang yang mempunyai kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, 

namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk 

bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah Swt. 

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih 

dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah 
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melaksanakan anjuran Rasulullah Saw untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat 

Islam. 

3. Makruh 

Orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna 

kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila 

calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih 

dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. 

4. Haram 

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram 

untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu 

melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan 

calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaanya. 

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat pisik lainnya yang secara umum 

tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan 

menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada 

persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular 

dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu 

dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya 

itu tahu kondisinya dan siap menerima resikonya. Selain dua hal di atas, masih ada lagi 

sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya ketika seseorang 

mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada 

isterinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensinya 

pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga benar-benar merasa mampu.
41
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Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak 

memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tampa wali atau tanpa saksi. Atau 

menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu 

yang kita kenal dengan nikah kontrak. 

5. Mubah 

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong 

keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka 

bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera 

menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada 

kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah. 

 

E. Hikmah dan Tujuan Pernikahan 

1. Hikmah 

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, 

baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada 

umumnya. 

Diantaranya ialah :   

1. Menghindari terjadinya perzinaan 

2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan 

3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids 

4. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab 

kepada keluarga  

5. Nikah merupakan setengah dari agama 
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6. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, 

keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan 

negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan 

dalam mengahadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.42  

2. Tujuan Pernikahan 

a. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah 

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang 

(sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) dan dapat tercapai jika 

semua tujuan sudah terpenuhi. Dalam artian tujuan-tujuan yang lain sebagai 

pelengkap untuk memenuhi tujuan yang di atas.
43

 Hal ini sebagaimana dijelaskan 

didalam Al-Qur‟an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 

                         

                       

 

Artinya: dan diantara kekuasaan-kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, 

sesuangguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
44

 

b. Ibadah 

Melakukan pernikahan adalah bagian dari melakukan agama, melakukan perintah 

dari anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW, 

mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya mempunyai jumlah banyak pada akhir 

zaman nanti. Melakukan sunnah nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Oleh 
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Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2211), hal 12.  
43

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2224), h. 38. 
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Kementrian Agama RI, Qur‟an Karim dan Terjemahan, Surat Ar-Rūm [21] ayat 21, (Yogyakarta: 

UII Press, 1999), h. 723. 
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karena itu pernikahan bagian dari melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti 

juga melakukan ibadah.
45

 

c. Untuk melangsungkan keturunan 

Dalam suatu pernikahan pasti setiap orang mendambakan suatu keturunan atau 

anak yaitu buah hati belahan jantung, kurang sempurna kebahagiaan dalam suatu rumah 

tangga jikalau tanpa seorang anak didalam kehidupannya, keinginan untuk 

mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat 

membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Setiap orang tua pasti 

mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha berbakti kepada 

kedua orang tuanya dan mendo‟akannya disetiap waktu. 

Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwasanya anak dapat menjadi penolong 

kita diakhirat nanti akan tetapi jikalau salah dalam mendidik anak juga bisa menjadi 

penghalang kita di akhirat nanti. Di samping itu anak juga merupakan generasi penerus 

penyambung keturuan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan 

memakmurkan bumi ini. 

Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, kesopanan, kesosialan serta 

mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan 

melaksanakan ikatan pernikahan yang sah, yang mematuhi peraturan-peraturan yang 

telah ditentukan.
46

 

d. Untuk kebutuhan biologis (seks) 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:  
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                                 

                         

                            

                              

                         

                  

 

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-

istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 

karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka 

sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh 

Allah untukmu.
47

 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) merupakan pakaian bagi 

suaminya begitupun sebaliknya. Oleh karena itu Allah mengatur kehidupan manusia 

hubungan pria dan wanita sedemikian rupa sebuah pernikahan yang sah. Disamping 

pernikahan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih 

sayang dikalangan wanita dan pria secara harmonis dan bertanggung jawab.
48

 

e. Untuk menjaga kehormatan 

Dalam hal menjaga kehormatan sangat erat hubungannya dengan pemenuhan 

hubungan biologis. Maksudnya suatu pernikahan bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan biologis tetapi untuk menjaga kehormatan, seseorang bisa saja memenuhi 
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nafsu biologisnya dengan lawan jenisnya tetapi ia akan kehilangan kehormatanya. Maka 

dengan pernikahan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga. 

F. Larangan Pernikahan Dalam Islam 

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah, dan memberikan kepada kita 

anugerah berupa tempat tinggal, kehormatan, anak, dan pahala setiap kali seseorang 

mendatangi istrinya. Tetapi Allah tidak membiarkan untuk kita perkara ini menjadi sia-sia 

dan tanpa aturan. Bahkan melarang kita dari berbagai jenis-jenis pernikahan yang pernah 

ada di masa Jahiliyyah. Larangan pernikahan dalam Islam yaitu sebagai berikut: 

1. Nikah Syighar 

Nikah syighar adalah nikah timbal balik. Contohnya Seseorang laki-laki 

mengatakan bahwa aku nikahkan anak perempuan aku dengan engkau dengan syarat 

engkau nikahkan pula anak perempuanmu denganku. Tanpa ada maskawin pernikahan 

yang semacam ini tidak sah karena maskawinnya tidak ada, sedangkan maskawin 

adalah bagi perempuan yang dinikahi. 

Dalam nikah syighar ini maskawinnya adalah perempuan yang dinikahi itu.
49

 

Penyebab diharamkannya nikah syighar yaitu karena dalam sighat nikah tidak 

disebutkan tentang kesediaan membayar mahar dari calon suami kepada calon istrinya. 

Apabila dalam sighat akad tersebut, oleh pihak calon-calon suami dinyatakan kesediaan 

membayar mahar kepada calon-calon istri, maka nikah itu adalah sah akan hukumnya.
52

 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar itu dapat disahkan apabila 

suami-suami bersedia membayar mahar mitsil kepada istri-istrinya. 

2. Nikah Mut‟ah 
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Nikah mut‟ah adalah nikah yang bersifat sementara yang di dasari hawa nafsu 

belaka supaya menghindari aib atau fitnah dari seseorang dan nikah ini ada perjanjian 

sampai pada masa waktunya nya habis. Empat imam mazhab sepakat bahwa nikah 

mut‟ah adalah batal, yang mana pernikahan itu adalah seorang laki-laki menikahi 

seorang perempuan selama batas waktu tertentu. Umpamanya, seseorang mengatakan 

“aku nikahi kamu selama satu bulan atau dua bulan dan tiga bulan. 

Nikah mut‟ah dulu pernah dihalalkan pada zaman Rasulullah SAW Dengan hal 

tertentu, kemudian beliau mengatakan bahwa Allah mengharamkan untuk selamanya 

sampai sampai yaumil akhir. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

Artinya: menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, bin Namir, menceritakan 

kepada kami bapakku, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar, 

menceritakan kepada kami Rabi‟ bin Sibrah Al-juhni, bahwa bapaknya 

menceritakan bahwa ia bersama Rasulallah SAW, bersabda: 

 

Artinya: Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu beristrikan‟ 

(melakukan kawin mut‟ah) dengan wanita, dan sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan yang demikian sampai hari kiamat, maka barang siapa yang ada 

disisinya (perempuan), maka laluilah jalannya dan janganlah kamu mengambil 

sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka sedikitpun”. (H.R. Muslim) 

 

3. Nikah Tafwidh 

Nikah Tafwidh adalah nikah yang didalam sighat, akadnya tidak dinyatakan 

kesediaan mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada istri. 

 

4. Nikah Muhallil 

Nikah Muhallil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita 

yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi 

untuk di kawini kembali oleh suaminya. Dalam hukum Islam seorang istri yang telah 
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ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya 

kalau belum memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 

a. Harus kawin dengan laki-laki lain 

b. Sudah berhubungan sebagai suami istri 

c. Ditalak oleh suaminya yang baru 

d. Habis masa iddahnya. 

 Syarat-syarat tersebut diatas, berdasarkan pada firman Allah, dalam surat Al-

Baqarah ayat 232:  

                              

                                 

       

 

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa 

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 
  

Seolah wali siperempuan itu berkata kepada calon suami itu: kunikahkan dan 

kukawinkan engkau dengan sipulan dengan syarat setelah engkau melakukan hubungan 

seksual dengan perempuan itu lalu engkau menceraikannya, atau tidak ada lagi 

pernikahan antaramu dengan perempuan itu. Dan di situ terdapat pembatasan waktu 

dalam pernikahan karena pernikahan itu tidak sah. 

 

G. Pengertian, bentuk, dan macam-macam „Urf 

1. Pengertian „Urf 
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Kata „urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh 

akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka 

baik berupa perbuatan atau perkataan. Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial 

yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka hukum Islam pun berkembang 

dengan bentuk-bentuk yang berbeda pula, perkembangan hukum yang berbeda itu 

salah satunya di tandai dengan adanya „urf.
51

 

Dalam penyusunan ini membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini 

dengan menggunakan teori „urf sebagai teori utama, di dalam skripsi, di samping itu 

juga menggunakan sad Az-Zari‟ah sebagai tambahan. 

Para ulama fiqih membagi „Urf di antaranya sebagai berikut : 

1) Teori „Urf 

Dari segi kebahasaan (etimologi) Al-U‟rf berasal dari kata yang terdiri dari 

huruf „ain, ra; dan fa‟ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma‟rifah (yang 

dikenal), ta‟rif (definisi), kata ma‟ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 

„urf (kebaikan yang baik). 

Adapun dari segi terminologi, kata „urf mengandung makna yaitu: Sesuatu 

yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap 

perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka 

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika 

mendengan kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata „urf 

dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-„adah (kebiasaan), yaitu 
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Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal 

yang sehat dan watak yang benar.
52

 

2. Bentuk „Urf 

Di tinjau dari segi keabsahannya, al-„urf terbagi menjadi dua bagian yaitu: dalam 

hanya „urf Sahih yang bisa di anggap sebagai salah satu sumber hukum Islam. Di 

tinjau dari segi diterima penerapannya dan tidaknya „urf terbagi atas:  

a. „Urf Sahih, adalah „urf yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan 

dengan syara‟. 

Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan adat nikah di 

pandang baik, telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syara‟. 

b. „Urf Fasid, adalah „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 

bertentangan dengan syara‟. 

Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat 

yang dipandang keramat. Secara teoritis adat tidak diakui sebagai salah satu 

sumber resmi dalam yurisprodensi Islam.
53

 

Tetapi para ahli hukum mengakui adat sebagai salah satu sumber yang 

bersifat sekunder. 

Jadi adat adalah salah satu sumber hukum yang menentukan selama hal 

tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam seperti yang halal atau 

mengharamkan sesuatu yang halal. Di dalam menerima salah satu sumber 

hukum para ahli hukum Islam menetapkan beberapa kualifikasi: 

(1) adat harus secara umum di praktekkan oleh anggota masyarakat jika adat 

tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat di 
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pratekkan oleh sebagian masyarakat tertentu adat harus berupa suatu kebiasaan 

yang sedang berjalan di dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan 

sebagai sumber hukum. 

(2) adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan 

yang eksplisit dari Al-Qur‟an dan hadis, adat akan di pakai hanya ketika tidak 

ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat salah satu pihak 

terkait.54 

„Urf Sahih wajib di jaga demi kepentingan masyarakat, apabila tidak ada 

bertentangan dengan kaidah fiqih lain yang membatalkan kepentingan tersebut. kaidah 

lain menunjukkan bahwa menghilangkan segala kemafsadatan lebih diutamakan dari 

pada mengambil kemanfaatan Jadi, dengan “urf atau kebiasaan. 

Di dalam masyarakat baik itu perbuatan perkataan yang timbul dari manusia selama 

tidak bertentangan dengan ketentuan nash dalam Al-Qur‟an dan as-sunnah maka itu 

melupakan suatu kelaziman, akan tetapi apabila itu bertentangan dengan nash syariah 

atau pun dengan undang-undang maka tentulah hal itu tidak dibolehkan ataupun dalam 

suatu negara. Karena kedudukan nash dan syariah lebih kuat dari kebiasaan Kaidah-

kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan „urf adalah:  

Artinya: perbuatan manusia yang telah tetap dikerjaknnya dengan wajib beramal. 

 

3. Macam-macam „Urf 

„Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti dikemukakan 

Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam: 

a. Al-„urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) 
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18. 



43 
 

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual 

beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti 

tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri. 

b. Al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) 

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual 

beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain 

tidak boleh dikembalikan.
55
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Saripudin, Ushul Fiqih,(Yogyakarta: 2226).h.154  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A.  Profil Desa Sibak 

1. Geografis 

Desa Sibak merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang luasnya 93692638 Ha 

dengan ketinggian 152622 mdl dari permukaan laut. Keseharian masyarakat Desa Sibak 

adalah bercocok tanam, berkebun, bertani, buruh tani, peternak sapi dan peternak 

kambing, buruh bangunan, dan buruh lainnya. 

Kemudian dari segi iklim Desa Sibak beriklim tropis, dimana jumlah hari hujan 

yang terjadi rata-rata 23915622 MM pertahun, dan perbulan rata-rata 5622. Untuk 

kelembapan rata-rata 82622 dan suhu rata-rata 35622 oc perhari. 

Di Desa Sibak Sebagian besar masyarakat aktif berkebun, bertani menanam kelapa 

sawit, karet dan tanaman lainnya namun hasil panen belum maksimal yang menjadi 

kendala adalah infrastruktur transportasi terutama jalan untuk mengeluarkan hasil 

produksi yang belum memadai baik jalan poros, jalan lingkungan Desa maupun jalan-

jalan produksi pertanian juga masih dikeluhkan oleh masyarakat. 

Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan (Medan Jaya) sejauh 265 kilo meter dengan 

lama tempuh 22 menit. Jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten (Mukomuko) sejauh 112 

kilo meter dengan lama tempuh sekitar 3 jam. 

Tabel 3,1 

        Luas Wilayah  

NO LAHAN JUMLAH/Ha 

1 
 

2 
 

3 

Darat 
 
Perbukitan 

Lahan Kosong 

43722 
 

23482 
 

23492 

JUMLAH 9. 692, Ha 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 
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Secara administratif wilayah Desa Sibak berbatasan dengan: 

a.   Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Medan Jaya 

b.   Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Baru 

c.   Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Retak Mudik 

d.   Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semundam. 

2.   Kependudukan 

Penduduk Desa Sibak terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku pekal, melayu, 

minang, jawa dan seterusnya. Namun demikian paling dominan adalah suku pekal, 

yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak zaman dahulu kala. 

Pembaharuan dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, 

keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa 

nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia. 

Jumlah penduduk Desa Sibak Kecamatan Ipuh mengalami perubahan jumlah sesuai 

dengan angka kelahiran dan kematian. Sesuai dengan data kantor Desa, sensus 

penduduk Desa Sibak pada tahun 2218. Jumlah penduduk 43124 jiwa. 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Jumlah Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH/JIWA 

1 
 

2 

Laki-Laki 
 
Perempuan 

23163 
 

13981 

 JUMLAH 43144 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

3. Pendidikan Penduduk 

Pada umumnya penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan hanya 

berpendidikan pada Sekolah Tingkat dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP), 
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namun ada juga sebagian kecil penduduk yang memiliki pendidikan Sekolah Tingkat 

Menengah (SMA) bahkan ada yang sampai lulusan perguruan tinggi. 

Walaupun di Desa Sibak sarana pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar, 

namun dikarenakan kehidupan perekonomian masyarakat di Desa ini tergolong cukup 

memadai, maka untuk menlanjutkan kesekolah lanjutan, mereka keluar dari Desanya 

ada yang ke ibu kota kecamatan, kabupaten bahkan banyak yang melanjutkan ke ibu 

kota Provinsi dan tidak jarang sampai diluar Provinsi seperti Provinsi Sumatra barat 

(padang) dan di luar Provinsi lainnya bahkan diluar pulau Sumatra. 

Tamat SD/sederajat 217 orang, tamat SMP/sederajat 97 orang, SMA/sederajat 132 

orang, tamat akademi 15 orang, tamat perguruan tinggi 55 orang. 

 

 

 

Table 3.3 

           Pendidikan 

Jumlah gedung sekolah  TK/PAUD   : 1 buah 

SD/ MI        : 1 buah 

SMP            : - 

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf 

latin 

11 orang 

Jumlah anak dan penduduk cacat fisik 

dan mental  

5 orang 

Jumlah penduduk tamat SD 217 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTP 97 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTA 145 orang 

Jumlah penduduk tamat S1 55 orang 

Jumlah penduduk tamat S2 5 orang 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

4.  Keagamaan Penduduk 

Bila dilihat dari kerohanian agama yang dianut oleh penduduk Desa Sibak 

Kecamatan Mukomuko Selatan, hampir mendominasi beragama Islam, namun ada 

juga penduduk Desa Sibak yang berstatus agama selain Islam. Diantara agama-agama 

yang terdapat di Desa Sibak selain agama Islam yakni: Kristen Katholik dan Kristen 

Protestan. 
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Untuk lebih jelasnya pembagian jumlah penduduk yang sesuai dengan agama 

penduduk, maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Jumlah Agama 

NO AGAMA JUMLAH 

1 
 

2 
 

3 

Islam 
 
Kristen Katholik 

 
Kristen Protestan 

4291 
Orang 

 
7 

Orang 
 

8 

Orang 
JUMLAH 43126 Orang 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih 

mendominasi dari agama lain.walaupun ada beberapa penduduk yang bukan beragama 

Islam namun masyarakat hidup rukun, damai dan saling tolong-menolong. 

Bila dilihat dari segi sarana prasarana keagaman, karena penduduk Islam lebih 

mendominasi dari agama yang lain maka bagi umat Islam sudah di sediakan  dua buah  

masjid  dan  Dua buah  mushollah  untuk  tempat ibadah. Bagi penduduk yang 

beragama selain Islam maka mereka harus keluar Desa Sibak guna untuk belaksanakan 

ibadah sesuai dengan tuntunan agama mereka.   

 5.   Mata Pencaharian Penduduk 

Mata Pencaharian penduduk Desa Sibak pada umumnya hampir sama seperti Desa-

Desa lain, yakni terdiri dari: Pegawai, wiraswasta, pedagang, petani dan Pengrajin. 

Namun sebagian besar dari penduduk Desa Sibak berprofesi sebagai petani. Usaha 

pertanian mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani perkebunan seperti karet 

dan sawit sedangkan petani ladang terdiri dari padi sawah dan padi tanah kering. Ada 

juga disamping bertani mereka beternak seperti sapi, kerbau, kambing, itik, ikan dan 

ayam. 
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Keadaan alam yang bisa dikatakan lumayan subur terutama pada tanaman kelapa 

sawit di Desa Sibak ini sehingga memungkinkan tingginya produktifitas sebagai 

komoditi, oleh itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah 

petani selebihnya pedagang dan karyawan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya. 

Tabel 3.5 
Jumlah Penduduk Berdasarkan  

Jumlah Profesi Pekerjaan 
 

NO PEKERJAAN JUMLAH 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Petani Sawah 
 
Petani  

Perkebunan 

Kerajian/Industri Rumahan 

PNS/TNI 

Wiraswasta 
 
Pedagang 

55 Orang 
 

729  Orang 
 

 446 Orang 
 

25 Orang 
 

75 Orang 
 

92 Orang 
 

52 Orang 

 JUMLAH 13472 Orang 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

 

6.  Sarana Umum 

Sedangkan untuk fasilitas pendukung keagamaan yakni sarana umum keagamaan 

dan pemerintahan sudah terbilang lengkap dan memadai di Desa Sibak kecamatan 

Ipuh kabupaten Mukomuko, namun untuk sarana keagamaan diluar agama Islam di 

Desa belum tersedia dikarenakan juga faktor penganut agama selain Islam di Desa 

Sibak bisa dikatakan tidak ada sebab oleh karena itulah tidak adanya gerena maupun 

beribadatan agama lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.3 
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Sarana Umum 

  

Masjid  1 Masjid 

Musholla 3 Musholla 

Kantor Desa 1 Kantor Desa 

Gedung Serba Guna   1 Gedung 

Gedung MDA 1 Gedung 

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 
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BAB IV 

LARANGAN NIKAH SATU KAUM DI DESA SIBAK KECAMATAN IPUH 

KABUPATEN MUKOMUKO 

A. Praktik Larangan Nikah Satu Kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten 

Mukomuko 

Praktik larangan nikah satu kaum merupakan adat istiadat yang ada pada 

masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun pengertian 

larangan pernikahan satu kaum sebagai berikut : 

Larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melaksanakan sesuatu atau tidak 

membolehkan berbuat sesuatu. Pernikahan itu sendiri sama dengan perkawinan yaitu 

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri, sedangkan satu kaum 

maksudnya sama suku (bangsa)nya, sama asal (keturunan)nya. Jadi, secara keseluruhan 

praktik larangan nikah satu kaum yaitu ketidakbolehan melakukan perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka mempunyai hubungan pertalian 

darah dari ibu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guntur di Desa Sibak Kecamatan Ipuh 

Kabupaten Mukomuko mengatakan bahwa di Desa Sibak terdapat 6 kaum yang melarang 

praktik nikah satu kaum. Adapun kaum tersebut, yaitu: 

1. kaum 1431(satu) 

2. kaum 1432(dua) 

3. kaum melayu gedang 

4. kaum melayu kecik 

5. kaum air pisang 
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6. kaum palito kari
56

 

Menurut Azwawi “dalam adat masyarakat di Desa Sibak tidak boleh nikah satu 

kaum karena mereka mempunyai hubungan darah yaitu dari ibu yang dinamakan sapehuik 

(satu perut), satu kaum dan mempunyai hubungan darah yang sama. Misalnya : pernikahan 

antara seorang pria dari kaum 1431(satu) dan perempuan dari 1431(satu), dalam pernikahan 

ini tidak boleh karena larangan adat. 

Oleh sebab itu mereka tidak dibenarkan melakukan pernikahan karena mereka 

saudara satu kaum dari garis ibu (matrilineal), hal ini juga berlaku seterusnya ke 

masyarakat Desa Sibak sampai sekarang. Praktik pernikahan ini dilarang bertujuan karena 

dulunya masyarakat masih sangat sedikit, supaya mereka berkembang maka diharuskan 

nikah dengan orang di luar kaum. Tetapi saat ini masyarakat sudah berkembang dan 

penduduk sudah banyak sehingga banyak muda-mudi yang tidak saling mengenal dan sulit 

mengetahui mana yang satu kaum dan mana yang tidak.
57

 

 

Dalam kehidupan masyarakat Desa Sibak, adat mengandung pengertian empat 

unsur, yaitu:
58

 

1. Adat sebenar adat 

Yaitu adat yang datang dari Allah Swt, sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah 

berubah. 

2. Adat istiadat 

Peraturan-peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik 

mamak, penghulu, alim ulama). 

3. Adat yang diadatkan 

Adat yang diperbarui bersama-sama karena dibentuk bersama-sama. Disini sangat 

ditekankan musyawarah dalam sesuatu. 

4. Adat yang beradat 

Yaitu adat yang sudah biasa atau terbiasa di daerah itu, karena tiru meniru. 

Dari keempat unsur yang telah disebutkan di atas, larangan pernikahan satu kaum 

termasuk pada adat yang diadatkan karena dibentuk berdasarkan kesepakatan para 

penghulu adat terdahulu. 
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Guntur, Kepala Kaum, Wawancara, 14 Januari 2221 
57

Azwawi, Kepala Kaum, Wawancara, 14 Januari 2221 
58

Saukani, Ketua Adat, Wawancara, 14 Januari 2221 
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Dari hasil wawancara dengan Muhammad Zozmeni “dalam adat di Desa Sibak 

dikenal istilah mamak yaitu saudara ibu yang laki-laki, mamak sangat berperan penting 

dalam mengurus kemenakan ketika terjadi pernikahan, ia yang mengurusi masalah 

administrasi nikah di KUA, meminta surat izin nikah dari palok kaom (kepala kaum). 

Selain itu ada istilah bako yaitu semua keluarga dari pihak ayah, merekalah yang 

mengurusi perhelatan (basi sampek) jika ada perkawinan dan khitanan. Jika terjadi 

pernikahan satu kaum maka mamak dan bako sama, yang mengurus masalah administrasi 

nikah dan tempat turun jika terjadi perhelatan. Selain itu jika terjadi sengketa sulit untuk 

diatasi karena mamaknya sama. 

Dalam hal ini palok kaom tidak bisa sembarangan memberikan surat keterangan 

izin nikah. Sebelum mengeluarkan surat tersebut, palok kaom  terlebih dahulu harus dapat 

memastikan bahwa kedua mempelai tidak satu kaum.
59

 

 

Jika surat dari palok kaom bermasalah maka Kepala Desa tidak bisa mengeluarkan 

surat izin nikah. Pada dasarnya pernikahan ini dapat dilakukan karena tidak ada larangan 

dalam Al-Qur‟an dan As-Sunah, namun karena manusia itu hidup bermasyarakat, selain 

mereka juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam mereka 

juga harus tunduk kepada hukum adat. Dalam masyarakat Desa Sibak orang yang tidak 

tunduk kepada adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. 

Dalam peraturan masyarakat Desa Sibak dikenal dengan peraturan bapilen tigu, 

yaitu tiga hal yang harus dipatuhi masyarakat karena tiga hal tersebut sejalan. Peraturan 

bapilen tigu tersebut yaitu agama, pemerintah dan adat. Jika melanggar adat berarti 

melanggar pemerintah dan agama, jika melanggar pemerintah berarti melanggar adat dan 

agama, begitu pula jika melanggar agama sama halnya melanggar adat dan pemerintah. 

Dalam pandangan kepala Desa Sibak, alasan praktik larangan pernikahan satu 

kaum dapat mendatangkan mala petaka, dipercaya terjadi peristiwa-peristiwa buruk seperti 

keturunan yang lemah, cacat ,mental, IQ rendah, umur pernikahan tidak akan lama (cerai) 

dan terkena penyakit turunan yanng sulit disembuhkan. Hal ini dimungkinkan karena sikap 

fanatik yang berlebihan. Masyarakat Desa Sibak masih percaya dengan anggapan-
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Muhammad Zozmeni, Kades Sibak, Wawancara, 14 Januari 2221 



53 
 

anggapan tersebut, hal ini dilihat dari sikap masyarakat Desa Sibak yang tidak ada 

melakukan pernikahan satu kaum sampai sekarang. 

Menurut salah satu kepala kaum larangan pernikahan satu kaum ini memang 

larangan yang bersifat mutlak. Siapapun yang melakukannya harus menerima sanksi sesuai 

dengan jauh dekatnya hubungan darah. Selain itu pernikahan ini akan mengurangi rasa 

cinta dan kasih sayang sebagai suami isteri. Hal inilah yang akan menimbulkan lemahnya 

keturunan.
62

 

Adapun yang menyebabkan dilarangnya pernikahan satu kaum dari hasil 

wawancara dengan Mujrimun adalah sebagai berikut : 

1. Rancunya hubungan / silsilah kekerabatan 

Menurut Mujrimun nikah satu kaum dapat mengakibatkan hubungan kekerabatan 

menjadi rancu, yaitu sulit memanggil samendu (semenda) ketika berkumpul dengan 

keluarga pihak suami/ isteri, sulit untuk menetukan siapa bako dan siapa mamak dari 

anak yang dilahirkan, selain itu baik pelaku maupun keturunan tidak bisa diambil 

sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di dalam suatu 

kaum dan tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam masalah adat sehingga hidupnya 

akan terombang-ambing.
61

 

Sedangkan menurut Saukani selaku katua adat, nikah satu kaum itu hampir sama 

dengan pandangan Mujrimun. Yaitu sulit memanggil samendu (semenda) ketika 

berkumpul dengan keluarga pihak suami/ isteri, sulit untuk menetukan siapa bako dan 

siapa mamak dari anak yang dilahirkan, selain itu baik pelaku maupun keturunan tidak 

bisa diambil sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di 

dalam suatu kaum.
62

 

2. Ditakutkan merusak silatuhrahmi 

                                                           
62

Azwawi, Kepala kaum, Wawancara, 14 Januari 2221 
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Mujrimun, Kepala Kaum, Wawancara, 14 Januari 2221 
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Saukani, Ketua Adat, Wawancara, 14 Januari 2221 
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Ketika terjadi konflik dalam keluarga maka mamak yang sama akan menyelesaikan 

perkara, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi masalah. Apabila terjadi 

perceraian ditakutkan akan merusak hubungan silatuhrahmi yang telah terjalin antara 

keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (satu kaum), yang dalam istilah 

masyarakat Desa Sibak pecak koli (terjadi perpecahan dalam keluarga).
63

 

Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya tali silatuhrahmi tersebut para 

penghulu adat mencegah dari awal yaitu sebelum terjadinya pernikahan. Hal ini 

berdasarkan hadist nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang 

memutuskan silatuhrahmi. Bagitu juga sebaliknya jika terjadi pernikahan dengan kaum 

lain akan mempererat hubungan antar kaum sebagaimana pepatah orang Sibak hidup 

mau banyak, sekampung mau lebar, kita mau satu kaum erat (idop endok manyok, 

bakapong endok libah, awok endok bakaom erat) yang bertujuan agar masyarakat 

berkembang. 

3. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung 

Sebagian masyarakat dari golongan tokoh adat melarang pernikahan antara saudara 

satu kaum karena diqiyaskan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak 

bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikahi secara 

selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan salah satu alasan 

mengapa pernikahan satu kaum dilarang.
64

 

Para penghulu adat sangat mengkhawatirkan jika terjadi pernikahan antara saudara 

kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara satu kaum yang dilarang melakukan 

pernikahan. Hal ini bertujuan tidak lain untuk mencegah pernikahan saudara kandung, 

karena jika sudah terjadi pernikahan semacamm ini tidak tertutup kemungkinan karena 

kurangnya moral dan akhlak mereka akan melakukan pernikahan saudara kandung. 
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Dalam hal ini adat sebagai pendukung agama, agar sudah lebih dulu melarang agar 

tidak sampai kepada hal-hal yang dilarang agama. 

4. Menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana sanok (saudara) mana 

yang tidak 

Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, 

maka jika ingin melakukan pernikahan harus mencari ke kaum lain. Pernikahan satu 

kaum ini jika ditinjau secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang 

terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-

orang yang menimbulkan kasih sayang, semakin tinggi kecintaan seoarang suami 

terhadap isterinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.
65

 

5. Mendidik rasa malu 

Dalam adat di Desa Sibak sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai 

rasa segan dan malu terhadap saudara, jika terjadi pernikahan satu kaum maka rasa 

malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan pernikahan satu kaum ini bertujuan untuk 

mendidik rasa malu karena sebagian dari imam. 

Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai 

dengan adat bersendi syara‟ dan syara‟ bersendi kitabullah, dengan kata lain adat 

bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan. 

6. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan 

Pelaku akan dikutuk oleh sumpah yang telah diucapkan para leluhur mereka. 

Masyarakat meyakini bahwa keturunan dari pelaku pernikahan satu kaum ini akan 

mengalami cacat mental, IQ rendah, penyakit keturunan yang sulit untuk disembuhkan, 

akan melahirkan generasi yang lemah sumber daya yang disebabkan kurangnya kasih 
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sayang antara pasangan, rumah tangga pelaku tidak akan bahagia dan senantiasa dalam 

keluh kesah. 

Karena beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas, sampai saat ini lembaga 

pemberdayaan adat di Desa Sibak Kecmatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

memberlakukan larangan pernikahan satu kaum. Dalam hal ini KUA mengadakan 

sosialisasi ke masyarakat bahwa KUA tidak bisa menikahkan tampa surat keterangan 

izin menikah dari pemuka adat. Tujuannya yaitu untuk penyatuan adat dan agama.
66

 

Jika tidak mendapatkan surat izin tersebut pelaku tetap menikah maka mereka dikenai 

sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan tergantung jauh dekatnya hubungan darah, 

semakin dekat hubungan darahnya maka semakin berat sanksi yang mereka terima. 

Adapaun bentuk sanksi yang akan diterima bila melanggar bermacam-macam 

bentuk diantaranya, adalah: 

1. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat 

Baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak 

bisa mengeluarkan pendapat dalam adat, tidak diurus oleh orang adat (kaum) setiap 

pelaku melakukan kegiatan baik maupun buruk, kecuali kematian. Serta tidak bisa 

dijadikan sebagai ninik mamak.
67

 

2. Pelaku diusir dari Desa Sibak 

Pada mulanya pelaku dibuang dari kampung, selama tiga tahun tidak dibolehkan 

pulang. Tetapi untuk saat ini pelaku diusir karena di Desa Sibak tidak ada yang bisa 

menikah jika satu kaum kecuali mereka menikah di tempat lain (kawin lari).
68

 

3. Didenda dengan seekor kambing 
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Menurut Saidina pelaku diwajibkan menyembelih seekor kambing yang dimakan 

bersama-sama di rumah Adat dengan menghadirkan para penghulu adat dari kepala 

kaum. Hukuman ini tidak dapat diganti dengan uang. 

Jika salah satu penghulu adat tersebut tidak diberitahukan dan diundang, maka 

pelaku diwajibakan menyembelih seekor kambing lagi sehingga semua penghulu adat 

menghadiri dan menyaksikan hukuman ini. Hal ini juga dapa menjadi pelajaran bagi 

penduduk setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan pernikahan 

satu kaum ini tidak terjadi lagi di masa akan datang.
69

 

4. Potong ayam 

Membayar denda sebanyak orang adat (kepala kaum) dilakukan bersama-sama 

dengan menyembelih seekor kambing. 

Dari beberapa sanksi di atas, sanksi no. 2 setelah tahun 92-an tidak berlaku lagi 

karena masyarakat memandang bahwa sanksi ini tidak manusiawi, sanksi no 1 dan 3 

merupakan sanksi mutlak, sanksi ini wajib (dilakukan) atau menyembelih seekor 

kambing dan potong ayam (sanksi no. 4) dilakukan jika pelaku tidak dapat 

melaksanakan sanksi no. 3.
72

 

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh penghulu adat dari kaum yang bersangkutan 

berdasarkan jauh dekatnya hubungan darah. Semakin dekat hubungan darahnya 

semakin berat sanksi yang diterima pelaku dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika 

ibu atau nenek dari pasangan tersebut kakak beradik maka semua hukuman 

dilaksanakan. Hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku 

diwajibkan menyembelih kambing dan mereka diusir dari Desa Sibak, biasanya mereka 
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tidak kembali lagi karena sangat malu kepada masyarakat, mereka tidak dihiraukan lagi 

dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
71

 

Pelaku pernikahan satu kaum yang mempunyai hubungan darah yang jauh tidak 

diusir dari Desa Sibak, mereka hanya melakukan potong ayam dan dikucilkan dalam 

adat, pelaku dan keturunannya tidak mendapat tempat dalam adat. 

Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut yang akan diberlakukan terhadap pelaku 

pernikahan satu kaum, masyarakat menjadi takut dan tidak mau melakukan hal tersebut. 

Tentunya masyarakat tidak melakukan pernikahan satu kaum karena takut dikenai 

sanksi. 

Masyarakat di Desa Sibak merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem 

pernikahan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem pernikahan 

masyarakat Desa Sibak, mereka termasuk kategori exogami, yaitu seorang pria dilarang 

nikah dengan wanita yang satu kaum dengannya. Ia harus nikah dengan wanita di luar 

kaumnya. 

Dalam adat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko keturunan 

diambil dari garis ibu (matrilineal), seorang anak baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai kaum yang tidak sama dengan bapaknya, melainkan satu kaum dengan 

ibunya. Sebagaimana hasil wawancara penyusun dengan penghulu adat dan kepala 

kaum yang ada di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, faktor-faktor 

penyebab dilarangnya pernikahan satu kaum  ialah rancunya hubungan/ silsilah 

kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silatuhrahmi, dikhawatirkan akan terjadi 

pernikahan antara saudara kandung, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk 

menentukan mana sanok (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan 

                                                           
71

Riyanto, Masyarakat, Wawancara, 14 Januari 2221 



59 
 

terhadap sumpah, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap 

keturunan. 

Berkaitan dengan rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari 

pelaku pernikahan satu kaum sulit menentukan bako, dan ninik mamak, hal ini hanya 

menjadi masalah jika terjadi perhelatan dan acara-acara adat lainnya. Sebagai contoh, 

dalam pernikahan ninik mamak sangat berperan penting dalam mengurus administrasi 

pernikahan, jika tidak tahu siapa ninik mamaknya maka sulit mengurus administrasi 

tersebut, sementara dalam Islam sendiri yang paling berperan dalam hal ini adalah 

bapak/ wali. 

Pernikahan satu kaum dikhawatirkan akan merusak hubungan silatuhrahmi jika 

terjadi perceraian; perceraian terjadi bukan karena pasangan itu satu kaum atau tidak, 

tetapi tergantung pada pribadi masing-masing. Jika pasangan tersebut sudah memenuhi 

arti pentingnya pernikahan dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri 

dengan benar, maka rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah walaupun mereka satu kaum. 

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya pernikahan satu kaum ini akan 

terjadi pernikahan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan. 

Masyarakat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menganggap satu 

kaum itu sama halnya saudara/ sanok yang tidak dibenarkan untuk nikah. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Satu Kaum Di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

Adapun alasan yang menyebabkan dilarangnya pernikahan satu kaum adalah 

Rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan antar satu kaum karena masyarakat di Desa 

Sibak berkeyakinan satu kaum itu saudara, dikhawatirkan merusak hubungan silatuhrahmi 

dalam hidup bermasyarakat, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung 
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dalam satu kaum, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana sanok 

(saudara) mana yang tidak, untuk melatih muda-mudi dalam mendidik rasa malu dan 

keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap keturunan
72

 

Dari beberapa alasan larangan nikah satu kaum di Desa Sibak di atas itu tidak lah 

sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Qur‟an dan tujuan pernikahan. Karena yang 

terjadi di Desa Sibak larangan pernikahan satu kaum itu hanyalah Al-„urf Al-Am (adat 

kebiasaan), dan aturan larangan nikah satu kaum ini cuma ada di Desa Sibak. Sedangkan 

menurut hukum Islam pernikahan adalah memperkuat silahtuhrahmi antar keluarga, bukan 

merusak hubungan silahtuhrahmi. 

Sedangkan bentuk sanksi yang akan diterima bila melanggar bermacam-macam 

bentuk diantaranya, adalah: Dikucilkan dalam pergauan masyarakat, Pelaku diusir dari 

Desa Sibak, Didenda dengan seekor kambing, Didenda dengan ayam.
73

 

Berdasarkan sanksi di atas hanya berlaku dalam adat Desa Sibak saja, di dalam 

ajaran Islam dan hukum pernikahan tidak ada sanksi yang seperti itu dan pernikahan itu 

sah. 

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak di situ langit di 

junjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat di Desa Sibak kecamatan Ipuh Kabupaten 

Mukomuko dengan adanya larangan pernikahan satu kaum, mau tidak mau masyarakat 

harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Hal ini akan menjadi 

masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih 

kuat dari agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi dari pada adat. 

Masalah pernikahan sudah diatur dalam Al-Qur‟an yang mencakup rukun dan 

syarat pernikahan, tujuan pernikahan serta pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini 
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telah dijelaskan pada bab II. Selain itu sudah dijelaskan pula wanita-wanita yang haram 

untuk dinikahi. Dalam surat An-Nisa (4) : 22-24, wanita-wanita yang haram untuk 

dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya. Sebagaimana firman 

Allah Swt yang berbunyi: 

                      

                          

                          

                            

                               

                               

                                

                        

                              

 

 

Artinya: 23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 24. dan (diharamkan juga kamu 

mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah 
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telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan 

bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa, (4): 

23-24) 

 

Surat An-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah 

dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelumturunnya ayat tersebut, dalam surat An-Nisa ayat 23 

Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam surat 

An-Nisa ayat 24 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. 

Sedangkan dalam adat di Desa Sibak larangan pernikahan ditambah satu lagi yaitu 

larangan pernikahan satu kaum. 

Menurut Peunoh Daly, larangan pernikahan ada yang bersipat selamanya dan ada 

yang bersipat sementara. Adapun larangan nikah selamanya, yaitu, karena nasab, karena 

semenda, dan karena sesusuan. Sedangkan larangan nikah untuk sementara waktu yaitu, 

mengumpulkan dua orang wanita mahram, isteri yang sudah ditalak tiga, nikah dengan 

budak, nikah lebih dari empat isteri, nikah dengan isteri  orang lain, karena masih dalam 

masa 'iddah dan nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab.
74

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan 

pernikahan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah. Setelah tidak 

ditemukan dalam Al-Qur‟an, maka penyusun mencari dalil-dali tentang larangan 

pernikahan dalam hadist. Adapun larangan pernikahan menurut hadist yaitu; nikah mut‟ah, 

nikah muhallil dan nikah syighar. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun 

anjuran secara tegas tentang pernikahan satu kaum. Oleh karena itu tidak ada larangan 
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dalam Al-Qur‟an maupun hadist, maka dapat disimpulkan larangan pernikahan satu kaum 

di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko semata-mata „urf atau adat. 

Berkenaan dengan sumpah yang telah diucapkan oleh penghulu adat masyarakat 

Desa Sibak pada zaman dahulu. Masyarakat Desa Sibak tidak melakukan pernikahan satu 

kaum karena takut melanggar sumpah, takut berdosa dan terkena hukuman. 

Hal ini sangat erat kaitannya mengenai hal buruk yang menimpa pelaku pernikahan 

satu kaum dan keturunannya, seperti IQ rendah, cacat mental, mendapat penyakit yang 

sulit disembuhkan, dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesah. Dalam Islam 

diyakini bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan 

kehendak Allah, sebagaimana firman-nya dalam surat An-Nisa: , (4) : 79 yang berbunyi: 

                           

              

Artinya: 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana 

yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu 

menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi 

(Q.S. An-Nisa, (4) : 79) 

 

Setiap peraturan pasti ada sanksinya, begitu pula peraturan adanya larangan 

pernikahan satu kaum, ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku. Adapun sanksi dari 

pelanggaran terhadap larangan pernikahan satu kaum tersebut seperti, pelaku diusir dari 

Desa Sibak, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat, didenda dengan seekor kambing, 

memotong ayam, merupakan sanksi yang telah ditetapkan para penghulu adat sejak zaman 

dahulu. 

Mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan satu kaum, tidak ditemukan dalam nash 

sebagaimana tidak adanya larangan pernikahan satu kaum di dalam nash, hal ini dapat 

dilihat dari sanksi (kifarat) melakukan sumpah sebagaimana firman Allah Swt : 
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                        

                            

                            

                          

 
Artinya: 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, 

ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa 

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang 

demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah 

kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan 

jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-

hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Maidah, (5): 89). 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa sanksi dari sumpah adalah memberi 

makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan 

seorang budak. Jika tidak sanggup maka berpuasa selama tiga hari. Disini juga tidak 

ditemukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi-sanksi melanggar sumpah dan melanggar 

ketentuan larangan pernikahan satu kaum. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai sanksi terhadap larangan 

pernikahan satu kaum, ternyata ditemukan bahwa sanksi yang telah ditetapkan para 

penghulu adat terdahulu tidak merata diberlakukan pada semua kaum, ada kaum yang 

masih mempunyai aturan ketat dan ada pula kaum yang aturannya sudah longgar. Hal ini 

disebabkan bukan karena adat itu sendiri, tetapi karena oknum-oknum yang ada di 

dalamnya. Adat tetap berjalan tetapi ketika seorang palok kaom diminta kerabat dekatnya 

untuk membuat surat izin ataupun karena diberi imbalan, ia tetap mengeluarkan surat izin 
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tersebut, hal inilah yang membuat rusaknya adat di masyarakat Desa Sibak Kecamatan 

Ipuh Kabupaten Mukomuko. 

Namun demikian tidak secara otomatis „urf / adat itu menjadi hukum, malainkan 

masih harus dikaji dari berbagai hal. „urf secara harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. „urf sering disebut sebagai adat. Tetapi adat 

lebih umum dari pada „urf, sebab adat kadang-kadang terdiri atas perorangan atau bagi 

orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan „urf, dan kadang-kadang terdiri atas 

adat masyarakat. Inilah yang disebut „urf baik bersifat umum maupun khusus.
75

 

Para ulama fiqih membagi  „urf di antaranya sebagai berikut: 

1. Dari segi cakupannya, „urf dibagi dua: 

c. Al-„urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) 

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli 

mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, 

dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri. 

d. Al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) 

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli 

jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak 

boleh dikembalikan. 

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara‟, „urf terbagi dua: 

a. Al-„urf al-sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi 

mereka. „Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. 

                                                           
75

Chaerul Umam Dkk, Ushul Fiqih I, (Bandung: Pustaka Setia, 2222), h. 159 
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Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah 

kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin. 

b. Al-„urf al-fasid yaitu „urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang 

ada dalam syara‟, „urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya 

dikalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam. 

Syarat-syarat „urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu: 

1. Tidak bertentangan dengan nas yang qat‟i 

2. „Urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan „urf yang menyamai „urf lainya karena 

adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan. 

3. „Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan „urf yang datang kemudian.
76

 

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan pernikahan satu kaum dalam adat 

masyarakat Desa Sibak termasuk kategori Al-„urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) 

karena tidak berlaku universal, di samping itu pada saat ini sudah terjadi pertentangan 

antara tokoh adat dan tokoh agama. 

Dari segi keabsahannya larangan nikah satu kaum dalam adat masyarakat Desa 

Sibak termasuk kategori Al-„urf al-fasid karena secara normatif bertentangan dengan nash 

dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟ serta tidak memenuhi syarat-syarat „urf 

yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Karena larangan pernikahan satu kaum ini 

tidak terdapat dalam nash, maka untuk mngetahui „urf tersebut boleh atau tidak maka 

penulis mencari dari aspek maslahah dan mudarat dengan mempertimbangkan maqasid 

syariah. 

Maqasid syariah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan 

bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam maqasid syariah terdapat tiga skala 

                                                           
76

Chaerul Umam Dkk, Ushul Fiqih 1.., h. 162 
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prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu : al-daruriyat, al-hajjiyat dan al-

tahsiniyyat. Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak akan 

mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. Daruriyyat ini ada lima : agama, jiwa, 

akal, harta dan keturunan. Hajjiyat (tujuan-tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan 

manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam 

kategori daruriyyat. Sedangkan tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) yaitu sesuatu yang 

kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses 

perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajjiyat.
77

 

Adapun larangan pernikahan satu kaum tidak termasuk ke dalam kategori 

daruriyyat, tetapi hanya masuk kategori hajjiyat karena dibutuhkan masyarakat Desa Sibak 

untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak ada larangan 

pernikahan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Desa Sibak. 

Oleh sebab itu, pernikahan satu kaum itu hukumnya mubah (boleh). 

Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat 

manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam Islam dibolehkan 

melakukan pernikahan jika pernikahan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada nash yang menyuruh atau 

melarang pernikahan satu kaum. Adat masyarakat Desa Sibak tentang larangan pernikahan 

satu kaum dilandasi atas dasar keyakinan yang ada secara turun temurun dari generasi ke 

generasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada sumpah yang diucapkan para 

penghulu adat terdahulu. Masyarakat Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 

mengetahui bahwa tidak ada larangan pernikahan satu kaum di dalam nash, tetapi larangan 

                                                           
77

Yudian Wahyudi, Ushul Fiqih Versus Hermetika: Membaca Dari Kanada dan Amerika 

(Yogyakarta: Newesea Press, 2226). h. 44-46. 
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tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Desa Sibak dan mereka percaya dan takut hal 

buruk akan menimpanya, selain itu mereka juga takut terhadap sanksinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi kesimpulan yang berhubungan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian terhadap larangan nikah satu kaum di Desa 

Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ditinjau dari hukum Islam, dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik larangan pernikahan satu kaum di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten 

Mukomuko, pernikahan yang dalam satu kaum ini adalah yang dilarang oleh masyarat 

di Desa Sibak yaitu nikah dalam satu kaum seperti mempelai laki-laki kaum Palito Kari 

sedangkan mempelai perempuannya juga kaum Palito Kari, ini yang tidak dibolehkan. 

Jika ini terjadi atau melanggar aturan adat, akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan 

dalam pergaulan masyarakat, pelaku diusir atau diasingkan dari wilayah Desa Sibak, 

didenda dengan satu ekor kambing, didenda dengan potong ayam.  

2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu kaum di Desa Sibak 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada dasarnya tidak ada larangan dan tidak ada 

sanksi demikian. Karena saudara satu kaum tidak termasuk dalam orang-orang yang 

haram untuk dinikahi menurut Al-Qur‟an dan sunnah. Dengan demikian dapat 

dikatakan pernikahan satu kaum itu hukumnya boleh (mubah). Pernikahan yang terjadi 

di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko termasuk Al-„Urf (kebiasaan 

yang bersifat khusus). 

B. Saran 

1. Hendaknya pemerintah setempat dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa 

adat kebiasaan yang ada saat ini perlu pembaharuan. 
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2. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat, kepala kaum dan penghulu adat mengadakan 

kajian ulang mengenai larangan nikah satu kaum yang sudah mendarah daging dalam 

pandangan dan keyakinan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah 

sesuai dengan hukum Islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang 

telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat, 

kepala kaum dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan 

sehingga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. 
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